TESIS

KEPASTIAN HUKUM JANGKA WAKTU AKTA
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR)
DALAM HAL TERJADI PEMBLOKIRAN
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM

Diajukan Oleh:

FINA MAULIDYA

NIM. 2420216320017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN

Juli 2026



KEPASTIAN HUKUM JANGKA WAKTU AKTA
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR) DALAM HAL
TERJADI PEMBLOKIRAN SISTEM ADMINISTRASI
BADAN HUKUM

TESIS

Untuk Memperoleh gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan

Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:
FINA MAULIDYA

NIM. 2420216320017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN

Juli 2026



Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal......ccoocivennniinranianennes

PEMBIMBING

4

|
Dr. I. Saprudin, S.11., LL.M
NIP. 198206102005011002

Diketahui Olch
Ketua Program Studi
Koordinator MAvister Kenotariatan

Dr. 1§} Erliyani, S.H., M.I11.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui olch Dekan Fakultas Hukum

NIP. 197805022001122002



Tesis ini telah di pertahankan di depan
Sidang Panitia Penguji
pada Tanggal.........c...cccvveeurennen.

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Hj. Erlina, SSH.,M.H
Sekretaris  : Dr. Deden Koswara, S.H.,M.H
Anggota  : Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M



920z lunf 6z ‘uiseuweflueg

iseibejd segaq ueyejeAulp uep %0z s Isuelojs) eus)n uebuap iensas
%61 : Jesaqgas eAuiseibeld 1ex6un 1s)a18pIp yelRe L

INNMNH NYave ISYIALSININGY
W3LSIS NVIIMOTIW3d IaVry3l TvH WY1va (UMd) Lvdvy
NVSNLNd3IM NYVLVANU3d VINV NIAVM YIONVYF ANNYMNH NVILSVdaM
: sisa] |npnp

AVINMONVIN ONNSWYVT SYLISHIAINN NNMNH SYLTNNV
NVLVIMVLIONIM ¥31SIOVIN IANLS NVIO0¥d VMSISYHYIN

21002€91202v2 "NIN
VAQITINVYIA VYNId4

: epeday uejuaqIp

ISVIOV'Id SVHIE LVAILILLYAS

WNMNH SYLINMVA
LVANMONVYIAN ONNGINVT SVYLISYIAINN
I90TONOM3IL NVA ‘SNIVS ‘I99NIL NVMIAIGNId NVINILNIWIA




PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fina Maulidya, S.H.

NIM : 2420216320017

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenamya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri,
bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang

saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendin;

2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pemah diajukan untuk
memperolch gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam
naskah ini dan discbutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari

plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan
scbagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menenima sanksi atas perbuatan

tersebut.

Vi

Banjarmasin, 12 Juli 2026
Yang membuat yataan

¥

Fina Maulidya, S.H.
NIM. 2420216320017



RINGKASAN

KEPASTIAN HUKUM JANGKA WAKTU AKTA PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT (PKR) DALAM HAL TERJADI PEMBLOKIRAN
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM

Oleh:
Fina Maulidya, S.H %, Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M 2

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 128 Halaman

Di era digitalisasi administrasi badan hukum, kewajiban pelaporan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat (PKR) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
merupakan bagian penting dari tata kelola perseroan yang baik. Permasalahan
hukum muncul ketika akses SABH mengalami pemblokiran akibat sengketa
internal perseroan, sementara kewajiban penginputan hasil Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Tahunan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tetap berlaku.
Kondisi ini menciptakan konflik norma antara Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri
Hukum Nomor 49 Tahun 2025 yang mewajibkan pelaporan dalam jangka waktu
tertentu, dengan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 21 Tahun 2025 yang mensyaratkan pemblokiran baru dapat dibuka
setelah sengketa selesai dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap, sehingga menempatkan perseroan dalam kondisi administrative
deadlock.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat (PKR) yang dilaporkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum
melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, serta untuk menganalisis kepastian
hukum jangka waktu pendaftaran Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dalam
hal terjadi pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum menurut hukum
positif Indonesia.

Jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum dari
penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
dapat dikuasai serta dikelola menurut hukum kepustakaan. Tipe penelitian yang
digunakan adalah Doctrinal Research yang memberi penjelasan secara sistematis
aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. Pendekatan yang dilakukan
dalam penelitian ini yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)
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melalui pendekatan kasus (case approach). Sifat dari penelitian ini adalah
preskriptif analitis.
Hasil penelitian ini adalah :

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dilaporkan pada Sistem
Administrasi Badan Hukum (SABH) melampaui jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari tetap sah secara yuridis sebagai akta otentik. Keabsahan akta
PKR tidak ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya kewajiban administratif
pelaporan, melainkan oleh terpenuhinya syarat formil dan materiil
pembuatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
Namun demikian, keterlambatan pelaporan mengakibatkan akta PKR
tersebut kehilangan fungsi administratifnya dalam sistem SABH, sehingga
tidak dapat dijadikan dasar pencatatan resmi dalam basis data administrasi
badan hukum negara.

2. Kepastian hukum jangka waktu pendaftaran Akta PKR dalam hal terjadi
pemblokiran akses SABH belum terjamin secara memadai dalam kerangka
regulasi yang berlaku. Terdapat konflik norma yang nyata antara kewajiban
pelaporan dalam jangka waktu 30 hari dengan ketentuan pembukaan
pemblokiran yang mensyaratkan penyelesaian sengketa melalui putusan
pengadilan. Kedua norma tersebut sama-sama bersifat memaksa (dwingend
recht) namun tidak dapat dipenuhi secara bersamaan dalam kondisi
pemblokiran, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang bersifat
struktural dan menempatkan perseroan dalam kondisi administrative
deadlock. Ketiadaan mekanisme pembukaan pemblokiran sementara
(temporary unblocking) untuk keperluan pemenuhan kewajiban pelaporan
berkala yang bersifat imperatif menjadikan perseroan tidak mampu
memenuhi kewajiban hukumnya bukan karena kehendak atau kelalaiannya
sendiri, melainkan karena hambatan sistemik yang secara struktural tidak
dapat diatasi berdasarkan regulasi yang berlaku.
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KEPASTIAN HUKUM JANGKA WAKTU AKTA PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT (PKR) DALAM HAL TERJADI PEMBLOKIRAN
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM

ABSTRAK

Oleh:
Fina Maulidya, S.H 3, Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M 4

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 128 Halaman

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Akta PKR, Pemblokiran SABH

Penelitian ini bertujuan mengkaji kepastian hukum jangka waktu Akta Pernyataan
Keputusan Rapat (PKR) dalam hal terjadi pemblokiran Sistem Administrasi Badan
Hukum (SABH). Permasalahan muncul ketika kewajiban penginputan hasil RUPS
Tahunan ke SABH dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berbenturan dengan
kondisi pemblokiran akses sistem akibat sengketa internal perseroan, sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris maupun perseroan yang
berkepentingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
bersifat preskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan
meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan
Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 21 Tahun 2025, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum,
dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Pertama,
Akta PKR yang dilaporkan pada SABH melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari tetap sah secara yuridis sebagai akta otentik karena keabsahannya ditentukan
oleh terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Jabatan Notaris, bukan oleh ketepatan waktu pelaporan administratif.
Namun demikian, keterlambatan tersebut mengakibatkan hilangnya fungsi
administratif akta dalam sistem SABH. Kedua, Kepastian hukum jangka waktu
pendaftaran Akta PKR dalam kondisi pemblokiran akses SABH belum terjamin
secara memadai. Terdapat konflik norma antara kewajiban pelaporan dalam jangka
waktu 30 hari dengan syarat pembukaan pemblokiran yang mensyaratkan
penyelesaian sengketa terlebih dahulu. Ketiadaan mekanisme pembukaan
pemblokiran sementara (temporary unblocking) menyebabkan terjadinya
kekosongan norma yang bersifat struktural dan menempatkan perseroan dalam
kondisi administrative deadlock.
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LEGAL CERTAINTY OF PERIOD OF DEED OF STATEMENT OF
MEETING RESOULUTIONS (PKR) IN THE EVENT OF BLOCKING
OF LEGAL ENTITY ADMINISTRATION SYSTEM

By:
Fina Maulidya', Saprudin?
Master of Notary Program, Lambung Mangkurat University, pages

ABSTRACT

Keywords : Legal Certainty, Deed of Statement of Meeting Resolutions (PKR),
Blocking of Legal Entity Administration System (SABH)

The goals of this study are to explore legal certainty of the period of Deed of
Statement of Meeting Resolutions (PKR) in the event of blocking of Legal Entity
Administration System (SABH). The problem arises when the obligation to input the
results of Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) to Legal Entity
Administration System (SABH) within 30 (thirty) days clashes with the condition of
blocking of system access as a consequence of corporate internal disputes, so it brings
about legal uncertainty for the Notary and the interested company. This study applies
normative legal research, the characteristic is prescriptive analytical using statute
approach and case approach. The legal resources consist of primary one such as
legislation, particularly Act Number 40 of 2007 concemning Limited Company,
Regulation of the Minister of Law Number 49 0f 2025, and Regulation of the Minister
of Law and Human Rights Number 21 of 2025, and secondary ones such as literature,
law journals, and relevant doctrines of law. The findings of the study indicate that:
Firstly, Deed of Statement of Meeting Resolutions (PKR) reported in Legal Entity
Administration System (SABH) later than 30 (thirty) days shall be legally valid as an
authentic deed because its validity is determined by the fulfilment of formal and
material requirements as regulated in Notary Profession Act, not by the punctulity of
administrative reporting. However, the said lateness causes the loss of administrative
function of the deed in Legal Entity Administration System (SABH). Secondly, legal
certainty of the period of Deed of Statement of Meeting Resolutions (PKR) in the
event of blocking of Legal Entity Administration System (SABH) has not yet been
sufficiently guarantted. There is conflict of norm between the reporting obligation
within 30 days and the requirement to ublock with the condition of prior dispute settlement.
The absence of mechanism for temporary unblocking causes structural vacuum of law
and put the company in a condition of administrative deadlock.
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MOTO/ PERSEMBAHAN
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"With difficulty, there is ease."
(0S. Al-Insyirah: 5-6)

“It’s only dunya, it will pass.”
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yang tepat, dan atas kesabaran yang dititipkan selama proses panjang ini,

Orang tua tercinta, yang tanpa doa, dukungan, dan pengorbanannya saya tidak
akan bisa sampai pada titik ini. Terima kasih atas kerja keras yang mungkin tidak
pernah saya ketahui seluruhnya, serta kepercayaan dan cinta yang menjadi alasan
saya untuk terus bertahan. Pendidikan yang saya tempuh hingga jenjang ini adalah

buah dari pengorbanan kalian, dan karya ini adalah salah satu cara saya

membalasnya.

Dan untuk diri saya sendiri, yang telah berjuang, jatuh bangun, lelah namun tak
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